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ABSTRACT
Sustainable and inclusive development has become a key global agenda that requires cross-sectoral solutions to address complex social, economic and environmental challenges. The objective of this study is to analyse the role of trisectoral collaboration between the government, private sector and civil society in promoting sustainable and inclusive development in Indonesia. The method used is a literature study with a descriptive qualitative approach, which examines various sources of literature, policy reports, and case studies. The results of the study show that collaboration between the three pillars is very effective because it can increase the effectiveness of development implementation, overcome socio-economic inequalities, and strengthen development governance. However, the dynamics of collaboration still face a number of obstacles, such as overlapping regulations, complex bureaucracy, and low levels of trust between parties. On the other hand, driving factors such as fiscal incentives, digital platforms, and political support can also strengthen this synergy. The conclusion of this study is that trisector collaboration is not only a necessity but also a strategic foundation for achieving sustainable, inclusive, and equitable development goals in Indonesia. To that end, it is imperative to simplify regulations, increase transparency, and strengthen institutional capacity.
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PENDAHULUAN
Sejak akhir abad ke-20, pembangunan berkelanjutan dan inklusif telah menjadi pilar utama dalam agenda global pembangunan. Tantangan kompleks seperti kemiskinan ekstrem, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial memaksa dunia untuk mencari solusi yang melibatkan keadilan sosial dan keseimbangan ekologi selain pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali muncul dalam Laporan Brundtland pada tahun 1987 dan menekankan bahwa kita harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan seringkali terjebak dalam model yang eksklusif, di mana hanya segelintir kelompok yang menikmati keuntungan ekonomi, sementara kelompok rentan seperti perempuan, minoritas, dan masyarakat miskin tetap tertinggal. Ini mendorong konsep pembangunan inklusif, yang menekankan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam mencapai kesetaraan dan akses yang adil terhadap sumber daya (UNDP, 2020: 15).
Akan tetapi, perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan menghadapi tantangan yang beragam dan multidimensi yang tidak dapat diatasi hanya oleh satu bidang. Pemerintah, dengan segala kekuatan dan sumber daya yang ada, sering kali terbebani oleh birokrasi yang rumit, keterbatasan anggaran, dan perubahan kebijakan yang disebabkan oleh pergeseran politik. Meskipun memiliki tingkat inovasi, efisiensi, dan kekayaan yang tinggi, sektor swasta sering dihadapkan pada tuduhan bahwa, demi mengejar keuntungan, praktik bisnisnya justru memperburuk lingkungan dan kesenjangan sosial. Masyarakat sipil, sering disebut suara dari akar rumput karena seringkali kekurangan sumber daya dan kemampuan untuk memperluas dampak kampanye mereka. Namun, mereka sangat memahami kebutuhan lokal dan berperan penting dalam memperjuangkan keadilan sosial.
Karena keterbatasan itulah masing-masing pihak, kolaborasi trisector antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Disebut sebagai "kemitraan strategis yang melibatkan berbagi sumber daya, tanggung jawab, dan risiko untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara mandiri", kerja sama seperti ini lebih dari sekadar kemitraan. Diharapkan bahwa sinergi ini akan menghasilkan pendekatan yang lebih tangguh, kreatif, dan inklusif untuk menangani masalah pembangunan. Sebagai contoh, pemerintah dapat menetapkan regulasi dan insentif untuk proyek infrastruktur energi terbarukan, sektor swasta dapat menyediakan teknologi dan modal, dan masyarakat sipil memastikan bahwa proyek tersebut diterima oleh komunitas lokal dan menghasilkan manfaat yang merata.
Seiring dengan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015, konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi dilema antara pertumbuhan ekonomi yang pesat (dengan pertumbuhan PDB rata-rata 5% per tahun) dan kerusakan lingkungan seperti polusi laut dan deforestasi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022:  22). Di tahun 2021, indeks Gini mencapai 0,38, yang menunjukkan perbedaan pendapatan yang signifikan antara kelas atas dan bawah, menunjukkan ketimpangan sosial yang persisten (World Bank, 2021: 45). Untuk mengatasi masalah ini, perlu kerja sama antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil. Ini terlihat pada program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang bekerja sama dengan LSM dan perusahaan swasta untuk menjamin akses pangan yang adil. Namun, implementasi SDGs sering terkendala oleh korupsi, ketidak jelasan, dan ketidak percayaan antar aktor. Dalam agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan komitmen global terhadap model kerja sama ini. Menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-17, "pelaksanaan agenda yang ambisius ini memerlukan kemitraan yang inklusif di tingkat global, regional, nasional, dan lokal yang dibangun atas dasar prinsip dan nilai bersama, dengan visi misi yang berpusat pada manusia dan planet ini. Hal ini merupakan pengakuan resmi bahwa tantangan pembangunan berkorelasi satu sama lain dan memerlukan tindakan kolaboratif dari semua bidang masyarakat.
Dalam penyelesaiannya tidak mungkin lagi bagi satu pihak untuk menyelesaikan tantangan multidimensi tersebut. Meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi dan anggaran, mereka sering dihalangi oleh birokrasi, korupsi, dan perubahan politik yang cepat. Meskipun memiliki modal, teknologi, dan efisiensi, sektor swasta sering dikritik karena terfokus pada keuntungan, mengabaikan dampak sosial-ekologis. Meskipun mereka memiliki legitimasi moral dan pemahaman tentang kebutuhan lokal, masyarakat sipil terbatas oleh sumber daya dan kemampuan untuk membuat keputusan. Ketiga aktor ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, SDG 17 "Partnerships for the Goals" menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor (atau kolaborasi triple helix atau multi-stakeholder) sangat penting. Penelitian empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan SDG hingga 25-40% dibandingkan dengan pendekatan sektoral tunggal (Bappenas, 2021; Zulkifli & Ismail, 2025).
Studi tentang konsep kolaborasi trisector telah banyak dibahas secara teoritis. Namun, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara praktik dan retorika. Menurut sejumlah penelitian, kolaborasi sering terhambat oleh tumpang tindih regulasi, rendahnya kepercayaan antara pihak, pendekatan top-down yang masih dominan, dan kurangnya mekanisme yang adil untuk membagi risiko dan keuntungan (Firmansyah & Hardiyansyah, 2020). Sebaliknya, program energi terbarukan di pulau-pulau terpencil, pemberdayaan UMKM digital, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat menunjukkan potensi besar ketika ketiga pihak bekerja sama. Celah ini menunjukkan bahwa penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual diperlukan tentang cara-cara di mana kolaborasi dapat diperkuat, bagaimana kolaborasi dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi, dan unsur-unsur kebijakan dan regulasi apa yang mendorong dan menghambat kerja sama.
Penelitian ini memiliki nilai teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menggabungkan perspektif triple-helix dalam konteks kepulauan dan demokrasi transisi untuk memperkaya literatur tentang tata kelola kolaboratif dan tata kelola pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membangun platform kerja sama yang lebih efisien, transparan, dan inklusif bagi pembuat kebijakan (pemerintah pusat dan daerah), pelaku bisnis yang ingin menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Akibatnya, penelitian ini tidak hanya membantu mencapai SDGs Indonesia 2030 dan Visi Net Zero Emissions 2060, tetapi juga membangun model tata kelola yang dapat diterapkan di negara berkembang lainnya.
Indonesia adalah negara yang rentan terhadap konflik sumber daya alam dan perubahan iklim karena banyaknya kepulauan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sebaliknya, untuk mencapai tujuan negara berpendapatan tinggi dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, Indonesia harus mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui penerapan kebijakan seperti Peta Jalan SDGs Indonesia dan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pelaksanaannya sering menuai kontroversi dan protes dari masyarakat sipil yang merasa dikucilkan dari prosesnya. Kasus seperti konflik agraria dan pencemaran lingkungan oleh industri ekstraktif menunjukkan betapa rapuh tata kelola jika ketiga pilar tidak berkomunikasi dan bekerja sama. Oleh karena itu, penulis menulis makalah ini berisi untuk mendalami secara menyeluruh bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Makalah ini juga akan merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik dalam meningkatkan sinergi antara ketiganya. Dengan memahami dan memperkuat model kerja sama ini, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunannya dan membangun fondasi masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan lestari untuk generasi mendatang. 
METODE PENELITIAN
Dalam metode penelitian ini, untuk melihat bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kajian literatur sistematis, atau SLR, digunakan dalam penelitian ini. Metode SLR dipilih karena memungkinkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis data dari sumber sekunder yang relevan secara terstruktur. Ini meminimalkan bias dan menghasilkan pemahaman yang luas tentang masalah yang kompleks seperti pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Dewey & Drahota, 2016). Metode ini sesuai dengan sifat makalah deskriptif-analitis, di mana fokus utama adalah menentukan peran masing-masing aktor, masalah kerja tim, dan saran praktis berdasarkan literatur saat ini. Untuk memulai penelitian, pertanyaan penelitian disusun sesuai dengan rumusan masalah yang tercantum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi: (1) bagaimana kolaborasi dapat dikuatkan untuk menghasilkan pembangunan yang efektif; (2) peran kolaborasi dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi; dan (3) elemen kebijakan dan regulasi yang mendukung atau menghambat kolaborasi. Selain itu, database ilmiah seperti Google Scholar, SINTA (Indonesia Science and Technology Index), Scopus, dan repositori nasional seperti situs Bappenas, serta laporan internasional dari World Bank dan UNDP digunakan untuk mencari literatur. Sumber non-akademik yang tidak diverifikasi atau tidak berfokus pada kolaborasi trisector tidak dapat dimasukkan karena tidak memenuhi kriteria ini; publikasi dari tahun 2015 hingga 2025, relevan dengan konteks Indonesia, dan sumber yang kredibel, seperti jurnal terakreditasi, buku, atau laporan resmi. Data yang terkumpul dievaluasi melalui penilaian kualitas, termasuk validitas, reliabilitas, dan relevansi terhadap tema pembangunan berkelanjutan. Sintesis tematik digunakan untuk analisis data (Braun & Clarke, 2006), yang membagi temuan literatur ke dalam beberapa tema utama: (a) Peran aktor dalam kolaborasi (pemerintah sebagai regulator, swasta sebagai inovator, dan masyarakat sipil sebagai pengawas); (b) Tantangan seperti birokrasi, korupsi, dan ketidakpercayaan; dan (c) Peluang dari platform digital dan insentif kebijakan. Metode ini memungkinkan analisis multidimensi yang menggabungkan perspektif sosial, ekonomi, dan politik. Ini sebanding dengan kerangka kelangsungan hidup yang berkelanjutan (SLF), yang memungkinkan penilaian dampak kolaborasi terhadap kelompok rentan (Chambers & Conway, 1992). Bersifat deskripsi maupun analitis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan dinamika kerja sama. Jadi, didalam penelitian ini tidak ada pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei. Sebaliknya, fokus penelitian ini adalah sintesis data sekunder untuk mendukung argumen teoritis dan praktis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kolaborasi dalam Meningkatkan Efektivitas Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif
 Untuk membuat implementasi pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia lebih efisien, maka kuncinya harus bekerja sama. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara aktif bekerja sama dengan berbagai entitas, termasuk sektor swasta, akademisi, kelompok masyarakat sipil, Bank Dunia, dan masyarakat umum. Dalam kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan adanya kerja sama yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Ini membantu mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan ketimpangan sosial dengan lebih baik.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat mekanisme koordinasi yang jelas, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Mekanisme ini idealnya dimulai dari tahap perencanaan, di mana pemerintah tidak lagi bersifat top-down, tetapi membuka ruang konsultasi publik. Penelitian oleh Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan. Oleh karena itu, pelibatan aktif masyarakat sipil sejak tahap perencanaan menjadi faktor penting agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Selanjutnya, mekanisme yang tidak kalah penting adalah pembagian peran yang saling melengkapi. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator utama yang menentukan arah pembangunan, sektor swasta menyediakan inovasi, modal, dan teknologi, sedangkan masyarakat sipil memastikan adanya pengawasan berbasis kebutuhan lokal. Sinergi ini sesuai konsep collaborative governance, di mana penyelesaian masalah kompleks hanya berhasil apabila aktor dari berbagai sektor berbagi tanggung jawab secara setara (Firmansyah & Hardiyansyah, 2020).
Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, kerja sama antara pemerintah dan Bank Dunia sebagai mitra strategis telah membuka potensi besar untuk pembangunan bidang penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan pertanian. Sebagai prioritas utama, infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh ditekankan, terutama untuk mengatasi tantangan bencana alam dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, termasuk wilayah yang kurang terlayani seperti Papua. Program bersama seperti layanan sanitasi inklusif, pengembangan irigasi, dan peningkatan ketahanan bencana adalah contoh nyata bagaimana kerja sama dapat berdampak besar pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyar.
Implementasi kolaborasi juga membutuhkan media komunikasi terpadu. Platform digital yang menyediakan data pembangunan, laporan pelaksanaan, informasi anggaran, hingga evaluasi bersama, menjadi kunci untuk menghindari miskomunikasi dan meningkatkan kepercayaan antara pihak. Studi oleh Rachmawati (2022) menemukan bahwa digitalisasi koordinasi program pemerintah dapat mempercepat respons, menurunkan potensi konflik, dan memperkuat akuntabilitas. Selain itu, pengawasan bersama menjadi pondasi penting dalam menjaga kualitas kolaborasi. Pemerintah menyediakan kerangka hukum, masyarakat sipil melakukan pemantauan independen, dan sektor swasta memastikan praktik bisnisnya tetap mematuhi prinsip keberlanjutan. Ketika mekanisme seperti ini berjalan konsisten, pembangunan berkelanjutan bukan lagi sekadar wacana, tetapi berubah menjadi program yang inklusif, partisipatif, dan berdampak langsung pada masyarakat luas.
Didefinisikan oleh Komite Brundtland pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di Indonesia, ini diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang bertujuan untuk mencapai SDGs pada tahun 2030. Karena pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang melampaui kemampuan satu entitas, kolaborasi menjadi kunci. Misalnya, pemerintah pusat mungkin memiliki visi nasional, tetapi penerapan di tingkat lokal membutuhkan dukungan dari perusahaan swasta untuk teknologi dan lembaga swadaya masyarakat untuk advokasi sosial.
Menggabungkan elemen yang saling terkait adalah cara kerja kolaborasi efektif. Pemerintah dan perusahaan minyak seperti Pertamina dapat bekerja sama untuk mendorong transisi ke energi terbarukan dalam hal lingkungan, seperti membangun panel surya di pulau-pulau terpencil. Ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, tetapi juga akan membuat lapangan kerja yang ramah lingkungan. Laporan Bank Dunia tahun 2022 menyatakan bahwa jenis kerja sama ini telah menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 15% di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia (World Bank, 2022, h. 112). Namun, kolaborasi harus memastikan partisipasi aktif dari kelompok minoritas, seperti suku asli Papua, yang sering terpinggirkan dalam proyek pembangunan, agar inklusif.
Di sisi sosial, kerja sama dapat memperluas akses ke pendidikan dan kesehatan. Program seperti "Indonesia Pintar", yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Gojek untuk menyediakan bantuan pendidikan digital, menunjukkan bagaimana kerja sama dapat mencapai daerah terpencil. Dengan mengurangi perbedaan gender dan regional, ini mendukung inklusi. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Bappenas menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas program sosial hingga 25 persen. Ini terutama berlaku untuk proyek yang melibatkan pemangku kepentingan lokal (Bappenas, 2021, h. 78). Dimungkinkan untuk mengatasi masalah seperti birokrasi yang berbelit-belit melalui kerja sama yang menciptakan kepercayaan dan transparansi. Salah satu contohnya adalah pengembangan platform digital bersama untuk memantau proyek.
Oleh karena itu, menurut penulis kolaborasi lintas sektor di Indonesia merupakan strategi yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, jadi hal ini bukan hanya sekadar mekanisme administratif. Namun, pembangunan yang dilakukan dengan cepat dan efisien serta dengan cara yang adil dan menyeluruh dengan memastikan bahwa pemerintah, mitra internasional, dan seluruh masyarakat bekerja sama dengan baik.
Peran Kolaborasi dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Untuk mengatasi tantangan struktural yang selama ini dialami oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, kerja sama kolektif adalah pendekatan yang sangat penting. Ketika kekayaan, kesempatan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan hak sosial lainnya didistribusikan secara tidak adil di antara kelompok masyarakat tertentu, istilah "ketimpangan sosial dan ekonomi" digunakan. Kesimpangan ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan material, tetapi juga dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan menghambat kemajuan yang inklusif. Dalam hal ini, kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama strategis antara berbagai organisasi, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional, untuk bekerja sama untuk membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Hasil terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi harus didasarkan pada transparansi, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan inklusi dalam penyediaan akses ke berbagai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan (INFID, 2025, hlm. 10).
Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terlihat dari indeks Gini yang stabil di angka 0,37–0,38 dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin, pekerja informal, perempuan, dan masyarakat pedesaan. Karena itu, kolaborasi antar sektor diperlukan agar program-program yang dihasilkan mampu menjangkau kelompok rentan. Pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan melalui program kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa program tersebut lebih efektif ketika sektor swasta dan masyarakat sipil ikut berperan. Menurut studi Yuliana (2021), kolaborasi antara pemerintah, startup teknologi, dan komunitas lokal dalam pelatihan literasi digital terbukti meningkatkan peluang kerja pemuda desa hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan swasta dalam transfer teknologi memberi dampak nyata pada peningkatan keterampilan masyarakat.
Berbagai upaya, seperti reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditujukan untuk meningkatkan tata kelola penyaluran dana perlindungan sosial, menunjukkan pentingnya kerja sama. Metode ini tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga membangun kapasitas sosial ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat hidup sendiri secara finansial. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dan akses modal usaha (INFID, 2025, hlm. 15). Selain itu, kolaborasi antara negara-negara dengan ekonomi Islam dan non-Islam di seluruh dunia juga memiliki potensi strategis untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dunia. Negara-negara ini dapat saling memperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pertukaran pengalaman, kerja sama perdagangan dan investasi, dan partisipasi dalam forum internasional (UIN Syahada, 2025, hlm. 22).
Adapun dalam kebijakan pemerintah juga menekankan pada pendekatan fiskal progresif, seperti adanya pajak kekayaan dan pajak digital, yang cenderung tidak membebani rakyat miskin dan memberikan subsidi yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan, hal ini merupakan komponen dari strategi kerja sama. Peran masyarakat sipil juga tidak kalah penting, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka melakukan advokasi, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Studi oleh Suryani & Lestari (2022) menunjukkan bahwa LSM lokal berperan penting dalam memastikan bahwa program bantuan sosial tepat sasaran dan tidak memunculkan diskriminasi. Contoh keberhasilan kolaborasi dapat terlihat dalam program pengembangan UMKM. Pemerintah menyediakan pendampingan dan regulasi, sektor swasta memberi akses pasar digital melalui e-commerce, dan masyarakat sipil mendampingi kelompok rentan, terutama perempuan dan UMKM desa. Penelitian Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa model kolaborasi ini meningkatkan omzet UMKM hingga 40% dalam satu tahun.
Menurut penulis, Dengan kolaborasi yang kuat, ketimpangan dapat dikurangi karena pembangunan tidak lagi berpusat pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi memperhatikan pemerataan manfaat ke seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, paradigma kolaborasi dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi mengedepankan kerja sama multidimensi dengan fokus pada pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini menuntut komitmen bersama dari berbagai pihak untuk menyelaraskan berbagai program dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil bagi semua lapisan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil.
Faktor Kebijakan dan Regulasi yang Mendorong dan Menghambat Kolaborasi
Regulasi dan kebijakan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan atau sebaliknya menghalangi kerja sama antar pihak, terutama dalam sektor publik dan pemerintahan. Regulasi yang mendukung kolaborasi biasanya memiliki kerangka aturan yang jelas, mekanisme kerja sama yang jelas, dan dukungan aktif dan inklusif untuk berbagai pemangku kepentingan. Reformasi regulasi yang dapat mengurangi hambatan administratif dan memperjelas mekanisme kerja sama antar sektor juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dinamika kerja sama dapat berjalan dengan baik. Misalnya, penggunaan platform digital terpadu untuk konsultasi publik dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan partisipasi stakeholder (Agung, 2025, hlm. 3-4; OECD, 2023).
Namun, ada komponen regulasi yang menghambat kerja sama. Fleksibilitas dan spontanitas yang dibutuhkan untuk bekerja sama seringkali terbatas oleh struktur birokrasi yang kaku dan aturan perundang-undangan yang kompleks. Pendekatan top-down yang masih sering digunakan pemerintah menyebabkan ketimpangan dalam hubungan dan menghambat komunikasi dan partisipasi yang egaliter. Selain itu, struktur institusi yang hierarkis dan vertikal memperburuk hal ini. Struktur ini tidak sesuai dengan metode kolaborasi yang berpusat pada kerja sama horizontal dan kesetaraan. Proses kolaborasi menjadi lambat dan tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan lapangan jika terlalu bergantung pada prosedur formal dan standar prosedur standar (Astuti, 2020, hlm. 12-14; Riyanto, 2024, hlm. 7).
Adanya insentif dan subsidi fiskal yang dimaksudkan untuk mendorong kerja sama adalah komponen kebijakan yang mendorong dinamika kolaborasi. Kebijakan seperti ini biasanya mendukung entitas kolaborasi dengan dana atau pengurangan pajak, yang mengurangi risiko ekonomi dan mendorong inovasi. Misalnya, kebijakan pemerintah yang memberikan hibah untuk proyek bersama dapat mempercepat pembentukan aliansi strategis dalam konteks kolaborasi bisnis. Powell (1990) menekankan hal ini dengan mengatakan bahwa insentif untuk membantu jaringan organisasi dapat mengurangi ketergantungan pada pasar atau hierarki formal, mendorong kerja sama yang lebih fleksibel. Dengan kata lain, kebijakan yang memberikan insentif memungkinkan entitas untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan tanpa bergantung pada struktur yang kaku, yang membantu mengatasi hambatan koordinasi. Selain itu, peraturan yang mendorong transparansi dan standar bersama juga mendorong kerja sama, seperti kebijakan UE yang mengharuskan perusahaan untuk berbagi data rantai pasokan. Pada akhirnya, ini meningkatkan efisiensi dan kepercayaan mitra.
Selain itu, elemen kebijakan dan regulasi politik juga memengaruhi bagaimana kolaborasi berjalan. Efektivitas kerja sama dapat ditingkatkan dengan dukungan politik dari pucuk pimpinan dalam bentuk kebijakan dan aturan yang mendorong atau mewajibkan kolaborasi. Sebaliknya, kurangnya dukungan politik dapat menyebabkan resistensi dan kesulitan untuk melaksanakan (Syntaxliterate, 2025). Namun sejumlah hambatan sering muncul, seperti tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, birokrasi yang panjang, serta kurangnya transparansi anggaran. Ketidaksinkronan kebijakan ini kerap membuat program kolaborasi berjalan lambat dan kurang efektif. Menurut Dewi (2021), perbedaan aturan daerah sering menjadi penyebab investor enggan bekerja sama dalam program pembangunan daerah. 
Korupsi dan rendahnya kepercayaan publik menjadi hambatan lain yang memperlemah dinamika kolaborasi. Masyarakat sipil kerap meragukan integritas pelaksanaan proyek, sehingga pengawasan menjadi lebih intens dan menurunkan keefisienan pelaksanaan. Di sisi lain, kapasitas lembaga juga belum merata sebagian daerah memiliki SDM kuat, sementara daerah lain masih kekurangan keahlian teknis dan manajerial (Hariyanto, 2022).
Faktor seperti peraturan yang tumpang tindih antar yurisdiksi atau persyaratan izin yang berlebihan dapat memperlambat proses kerja sama karena entitas harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mematuhi aturan yang kompleks. Misalnya, dalam konteks internasional, regulasi perdagangan negara-negara dapat menghambat kerja sama internasional karena risiko hukum yang tinggi membuat pihak-pihak tidak mau berkolaborasi. Dalam penelitiannya tentang pasar, birokrasi, dan klan, Ouchi (1980) menekankan bagaimana peraturan yang berlebihan dapat mengganggu kerja sama dengan membuat hambatan kontrol yang tidak diperlukan. Ini menunjukkan bahwa ketika peraturan berpusat pada kontrol yang ketat, mereka dapat menghambat pertukaran ide dan sumber daya karena organisasi lebih suka menghindari risiko daripada berinovasi bersama. Selain itu, variabel lain, seperti perubahan regulasi yang tak terduga atau ketidaksesuaian kebijakan, dapat memperburuk keadaan. Ini dapat terjadi dalam kasus kolaborasi di sektor energi, di mana perubahan regulasi lingkungan dapat menimbulkan ketidakpastian investasi.
Selain itu, kebijakan yang mendorong kolaborasi juga dapat mencakup regulasi yang memudahkan akses ke informasi dan teknologi bersama. Misalnya, kebijakan open data atau peraturan yang mengharuskan proyek penelitian berbagi paten dapat meningkatkan dinamika kolaborasi dengan menciptakan ekosistem pengetahuan yang saling mendukung. Ini ditunjukkan oleh penelitian tentang kerja sama di bidang kesehatan global, di mana kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendorong pertukaran informasi tentang vaksin, yang pada akhirnya mengarah pada pengembangan solusi vaksin yang lebih cepat.
Sebaliknya, kendala yang terkait dengan regulasi sering kali dikaitkan dengan masalah kepatuhan dan sanksi yang berat, yang berpotensi menyebabkan budaya risiko tinggi. Misalnya, aturan antitrust dapat diinterpretasikan secara ketat dan menghalangi kolaborasi karena entitas takut akan tuduhan kartel, meskipun sebenarnya bertujuan untuk melindungi persaingan. Ouchi (1980) menggambarkan ini sebagai konflik antara birokrasi dan inovasi, di mana "regulasi yang berlebihan dapat mengarah pada a clan-like structure where collaboration is limited to trusted insiders, excluding broader partnerships". Ini berarti bahwa regulasi yang terlalu protektif dapat membatasi dinamika kolaborasi, membuatnya hanya terjadi dalam kelompok kecil dan menghambat pertumbuhan yang lebih luas. Selain itu, perbedaan regulasi antar negara, seperti dalam perdagangan internasional, dapat menghambat kolaborasi karena biaya kepatuhan yang tinggi, seperti yang dibahas dalam literatur kebijakan perdagangan.
Meskipun begitu peluang kolaborasi tetap terbuka jika pemerintah memperkuat tata kelola, menyederhanakan birokrasi, dan memperluas keterbukaan informasi publik. Ketika regulasi menjadi lebih inklusif dan tegas, kolaborasi akan berjalan lebih efektif dan saling menguntungkan seluruh pihak. Upaya nyata yang sangat di perlukan untuk menyederhanakan regulasi yang ada, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan memperkuat kerangka regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas untuk mengoptimalkan kerja sama. Keberhasilan kolaborasi membutuhkan koordinasi yang efektif dan komitmen jangka panjang dari semua pihak (UMSU, 2025, hlm. 9).
Menurut penulis, dengan demikian elemen kebijakan dan regulasi yang mendorong kolaborasi cenderung berfokus pada insentif, pengurangan hambatan, dan pembangunan kepercayaan. Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan hambatan sering kali berasal dari birokrasi, ketidakpastian, dan konflik regulasi. Untuk memaksimalkan kolaborasi, kebijakan idealnya harus seimbang, memadukan fleksibilitas dengan akuntabilitas, seperti yang disarankan oleh Powell (1990) dan Ouchi (1980). Bisnis dapat membuat strategi kolaborasi yang lebih baik dengan memahami faktor-faktor ini dan menggunakan kebijakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi.
KESIMPULAN
Pembangunan berkelanjutan dan inklusif tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, dan ketika ketiganya dapat bekerja bersama, pembangunan dapat berlangsung lebih adil dan merata. Pemerintah bertugas mengarahkan kebijakan dan menjamin kepastian hukum. Sektor swasta menyediakan teknologi, pendanaan, dan inovasi. Masyarakat sipil menyuarakan kebutuhan rakyat dan menjaga agar pembangunan tetap berada pada jalur yang berpihak pada masyarakat luas. Melalui kolaborasi yang terstruktur, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, seperti peningkatan layanan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penyediaan energi terbarukan, dan penguatan kesejahteraan sosial. Kolaborasi ini juga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, karena kelompok rentan dapat memperoleh akses yang selama ini sulit mereka dapatkan. Peran masyarakat sipil sebagai pengawas turut memastikan bahwa pembangunan berlangsung transparan dan akuntabel. Walaupun demikian, kolaborasi sering kali terhambat oleh regulasi yang tidak konsisten, lemahnya koordinasi, serta persoalan kepercayaan antarpihak. Oleh karena itu, pembangunan kolaboratif membutuhkan upaya untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan keterbukaan, dan memperkuat kapasitas lembaga agar mampu bekerja secara efektif. Jika hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan keadilan sosial. Kolaborasi yang kuat akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih stabil, sejahtera, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
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